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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DESA TUNJUNGMEKAR
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA TUNUNGMEKAR KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUNJUNGMEKAR

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungmekar Tahun Anggaran2013
dengan Peraturan Desa. :

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan

10.

1.

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007
Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LamonganTahun Anggaran 2013;
Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013. '

. Peraturan Desa Tunjungmekar Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungmekar,

Berita Acara BPD tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TUNJUNGMEKAR TENTANG ANGGARAN PENDPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA TUNJUNGMEKAR TAHUN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggara Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungmekar Tahun Anggaran 2013
Sejumlah Rp. 560.852.000,- ( Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima
Puluh Dua Ribu Rupiah )

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1
terdiri dari:

a. Pendapatan Rp. 560.852.000,-
b. Belanja
1) Langsung Rp. 387.507.500,-

2) Tidak Langsung Rp. 173.344.500,-
¢. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp.

2) Pengeluaran Rp.



Pasal 3
Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.
Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan




Lampiran Peraturan Desa Tunjungmekar
Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 20 Maret 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa ( APBDes)
Tahun 2013

ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

DESA TUNJUNGMEKAR KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE

TAHUN TAHUN
REKENING URAIAN SEBELUMNYA | BERJALAN KET
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
1.1 | Pendapatan Asli Desa 88.182.000 | 131.002.000

1.1.1 Hasil Usaha Desa 2.000.000 1.000.000

Jdalad Air Bersih 2.000.000 1.000.000
112 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 38.250.000 38.250.000
1.1.2.1 Tanah Kas Desa 38.250.000 38.250.000
1.1.2.1.1 Tanah Bengkok Kades 12.500.000 12.500.000
121212 Tanah Bengkok Sekdes 8.500.000 8.500.000
11203 Tanah Bengkok Kasun Lembungkidul 2.500.000 2.500.000
1.1.2.1.4 Tanah Bengkok Kasun Lembunglor 2.500.000 2.500.000
1:1.2.1.5 Tanah Bengkok Kasi Pem 2.500.000 2.500.000
I Tanah Bengkok Kaur Umum 2.500.000 2.500.000
1.1.2.1.7 Tanah Bengkok Kasi Kesra 2.500.000 2.500.000
1.1.2.1.8 Tanah Bengkok Kasi Ekbang 2.500.000 2.500.000
1.1.2.1.9 Tanah Bengkok Kaur Keuangan 2.250.000 2.250.000
1122 Pasar Desa 21.060.000 64.460.000
1.1.2.3 Pasar Hewan 1.080.000 2.500.000
1.1.2.4 Tambatan Perahu
1.1.2.5 Bangunan Desa
1.1:2.6 Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa
1.1.2.7 Lain-lain Kekayaan Desa
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 16.692.000 15.692.000
1.1.3.1 Swadaya Masyarakat/dari pendapatan 8.100.000 8.300.000

HIPPAM

1.1.32 Swadaya Petani Penggarap / Gogol 4.000.000 4.000.000
1.1:3.3 Swadaya Pemilik Barang / Mobil 4.592.000 3.392.000
1.1.3.4 Sumbangan dari pihak ke tiga
1.1.4 Hasil Gotong Royong 5.000.000 5.000.000
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 4.100.000 4.100.000
1:1.5.1 Jasa Administrasi 1.500.000 1.500.000
1,1.5.2 Jasa Jjin Keramaian 600.000 600.000
1.1.5.3 Jasa Administrasi Jual Beli Tanah 2.000.000 2.000.000




1 2 3 4
1.2} Bagi Hasil Pajak 800.000 800.000
1.2.1 Bagi Hasil PBB 800.000 800.000
Bagi Hasil Retribusi 5.000.000 5.500.000
1.3
1.3.1 Retribusi Pasar 4.000.000 4.000.000
Kontribusi Hansip 1.000.000 1.500.000
1.4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan 52.500.000 52.500.000
Pusat dan Daersah
1.4.1 Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 41.500.000 41.500.000
1.4.2 Bansun (2 Dusun) 11.000.000 11.000.000
1.5 | Bantuan Keuangan Pemerintahan 66.900.000 86.050.000
propinsi Kabupaten/ Kota dan Desa
lainnya
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
1.5.3.1 Menunjang PILKADES 6.500.000
1.5.3.2 Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala 61.800.000 72.600.000
Desa dan perangkat desa lainnya
1.53.3 Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan 2.800.000 3.650.000
BPD
1.5.3.4 Dana Asuransi Kepala Desa 1.000.000 1.000.000
1.5.3.5 Bantuan progarm EKTP 1.000.000
1.5.3.6 Menunjang Operasional RT 2.000.000
1.54 Bantuan Keuangan Desa Lainnnya 300.000 300.000
1.54.1 Dana Musrenbang 300.000 300.000
1.6 | Hibah 100.000.000 | 250.000.000
1.6.1 Hibah dari Pemerintah pusat PNPM-MP 100.000.000 | 135.000.000
1.6.2 Hibah dari pemerintah propinsi/BKIEP
1.6.3 Hibah dari Pemerintah propinsi/Jasmas
1.6.4 Hibah dari Pemerintah kabupaten/kota
1.6.4.1 Rehab Balai Desa 50.000.000
1.6.4.2 Jalan Poros 65.000.000
1.6.5 Hibah dari badan / lembaga / organisasi
swasta
1.6.6 Hibah dari kelompok masyarakat /
perorangan
1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga 35.000.000
1.7.1 Sumbangan pihak ketiga 35.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 313.382.000 560.852.000

(11+12+13+14+1.5+1.6+1.7)




1 2 3 4
2 BELANJA
2.1 | Belanja Langsung 192.142.000 | 387.507.500
2.1.1 Belanja Pegawai / Honorarium 3.510.000 5.060.000
2.1.1.1 Honor dan operasional RT 2.000.000 3.600.000
2.1.1.2 Honor Pelaporan Bulanan Timlak ADD 960.000 960.000
2.1.1.3 Honor petugas profil Desa 100.000 100.000
2.1.14 Honor RW 400.000
2.1.2 Belanja Barang / Jasa 11.940.600 [ 10.940.000
2.1.2.1 Belanja Perjalanan Dinas / Pembinaan 3.740.000 3.740.000
Konsultasi dan Evaluasi ADD
2.1.2.1.1 | Perjalanan Dinas Kepala Desa 500.000 500.000
2.1.2.1.2 | Perjalanan Dinas Sekretaris Desa 400.000 | 400.000
2.1.2.1.3 | Perjalanan Dinas Perangkat Desa 600.000 600.000
2.1.2.1.4 | Perjalanan Dinas BPD 150.000 150.000
2.1.2.1.5 | Perjalanan Dinas LPM 150.000 150.000
2.1.2.1.6 | Perjalanan Dinas KPMD 200.000 200.000
2.1.2.1.7 | Perjalanan Musrenban 600.000 600.000
2.1.2.1.8 | Pelatihan KPMD dan kader lainnnya 1.100.000 1.100.000
2.1.2.2 Belanja Rapat 2.400.000 2.400.000
2.1.2.2.1 | Rapat/Musrenbang 500.000 500.000
2.1.2.2.2 | Rapat/ Musdes PNPM-MP 1.000.000 1.000.000
2.1.2.2.3 | Rapat Kepala Desa dengan BPD 250.000 250.000
2.1.2.2.4 | Rapat Perangkat Desa 100.000 100.000
2.1.2.2.5 | Rapat LKPJ 200.000 200.000
2.1.2.2.6 | Rapat Kepala Desa dengan LPM 150.000 150.000
2.1.2.2.7 | Rapat Kepala Desa dengan RT / RW 200.000 200.000
2.1.2.3 Belanja Bahan / Material 5.800.000 4.800.000
2.1.2.3.1 | Kegiatan PHBN 750.000 750.000
2.1.2.3.2 | Kegiatan PHBI 250.000 250.000
2.1.2.3.3 [ Kegiatan pangadaan EKTP 1.000.000
2.1.2.4 Belanja ATK 3.000.000 3.000.000
2.1.2.5 Tamu Dinas / Sugoh Dayoh / Pembinaan 500.000 500.000
Administrasi

2.1.2.6 Kegiatan Lomba Desa 300.000 300.000
2.1.3 Belanja Modal 176.692.000 | 371.507.500
2.1.3.1 Belanja Modal Inventaris Desa 6.500.000 ggggggg
2.1.3.1.1 | Belanja Keperluan Kantor . 2.000.000 3.000-000
2.1.3.1.2 | Belanja Lampu Kantor Desa/Inventaris 3.000.000 1.500.000
2.1.3.1.3 | Belanja Perawatan Kantor 1.500.000 2' 5 0' 000
2.1.3.1.4 | Belanja Perawatan Jalan 142,052,000 1 3 93‘ 0 47‘ 500
2.134 | Belanja Modal Jalan 130.502.000 | 135.000.000
2.1.3.4.1 | Plengsengan — 65.000.000
3.13.4.2 | Pembangunan Jalan Poros 5775.000 | 5.225.000
2.134.3 | Jalan Dusun Lembung Kidul/pemedelan 775.000 | _5.225.000
31344 | Jalan Dusun Lembungior/pemedelan 2T0N L 2
21345 | Retub Ranior g:lsaat beton dari ADD 27.597.500
2 1.3.4.6 | Pembangunan Rabat be

2.135 | Belanja Modal Gedung / Bak Air / Saluran B o
2.1.3.5.1 | Penggalian saluran air 22' 140.000 | 66.960.000
2.1.3.5.2 | Pembangunan los pasar ‘




1 2 3 4
2.2 Belanja Tidak Langsung 121.240.000 | 173.344.500
(221+222+22.3+224+225+226+227)
2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap 104.450.000 | 116.100.000
2.2.1.1 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa 22.500.000 | 23.700.000
- Penghasilan Tetap Kepala Desa 12.500.000 | 12.500.000
- TPAPD Kepala Desa 6.000.000 { 10.200.000
-Asuransi Kepala Desa 1.000.000 1.000.000
22.1.2 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Sekretaris 15.700.000 | 16.900.000
Desa
- Penghasilan Sekretaris Desa 8.500.000 8.500.000
- TPAPD Sekretaris Desa 7.200.000 8.400.000
2.2.1.3 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun 9.100.000 | 10.300.000
Lembunglor
- Penghasilan Kepala Dusun Lembunglor 2.500.000 | 2.500.000
- TPAPD Kepala Dusun Lembunglor 6.600.000 7.800.000
22.14 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun 9.100.000 | 10.300.000
Lembungkidul
- Penghasilan Kepala Dusun Lembungkidul 2.500.000 2.500.000
- TPAPD Kepala Dusun Lembungkidul 6.600.000 7.800.000
2.2.1.5 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Pem. 9.100.000
10.300.000
- Penghasilan Kepala Kasi Pemerintahan 2.500.000 2.500.000
- TPAPD Kepala Kasi Pemerintahan 6.600.000 7.800.000
2.2.1.6 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kaur umum 9.100.000 | 10.300.000
- Penghasilan Kepala Kaur Umum 2.500.000 2.500.000
- TPAPD Kepala Kaur Umum 6.600.000 7.800.000
22.1.7 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kaur 8.850.000 | 10.050.000
Keuangan
- Penghasilan Kaur Keuangan 2.250.000 [  2.250.000
- TPAPD Kepala Kaur Keuangan 6.600.000 7.800.000
2.2.1.8 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Kesra 9.100.000 | 10.300.000
- Penghasilan Kasi Kesra 2.500,000 2.500.000
- TPAPD Kasi Kesra 6.600.000 7.800.000
2.2.19 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Ekbang 9.100.000 | 10.300.000
- Penghasilan Kasi Ekbang - 2.500.000 2.500.000
- TPAPD Kasi Ekbang 6.600.000 7.800.000
2.2.1.10 | Tunjangan Penghasilan BPD 2.800.000 3.650.000
2.2.2 Belanja Subsidi
2.2.3 Belanja Hibah
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 2.750.000 2.750.000
2.24.1 Bantuan HJL/ Porkab 500.000 500.000
2.2.4.2 Bantuan PMI 50.000 50.000
2.24.3 Bantuan BAZ1Z 200.000 200.000
2244 Bantuan pembuatan papan nama Kecamatan 500.000
2.24.5 Bantuan Sosial 1.500.000 2.000.000




1 2 3 4

225 Belanja Bantuan Keuangan 9.500.000 11.502.500
2.2.5.1 Operasional BPD 2.500.000 2.500.000
2252 Operasional LPM 2.000.000 2.000.000
2253 Operasional Karang Taruna 1.000.000 1.000.000
2254 Operasional PKK 3.000.000 3.000.000
2255 Operasional Posyandu 500.000 500.000
2.2.5:6 Operasional Hansip 500.000 500.000
2251 Operasional BU ADD dan BANSUN 2.002.500
2.2.6 Belanja Tak Terduga 4.540.000 492.000
2.2.6.1 Belanja lain-lain tak terduga 4.540.000 492.000
2.2.7 Biaya Pelaksanaan PILKADES 42.500.000
22.7.1 ATK dan foto kopi 1.500.000
2272 Kartu suara,undangan dan bener gambar kampanye 2.625.000
22773 Tranpot rapat panitia 10 x 25 x Rp 50.000 12.500.000
22.74 Rarat dan konsoltasi panitia ke Kecamatan 1.000.000
2275 Pantarlih 2.250.000
2.2.7.6 Dukumentasi dan publikasi 1.500.000
22.7.7 Perlengkapan 2.800.000
2.2.7.8 Kunsumsi hari H 1.875.000
2.2.79 Pakaian seragam panitia 3.500.000
2.2.7.10 | Keamanan / PAM 51.00.000
2.2.7.11 Honor panitia hari H 4.000.000
2.2.7.12 | Lain-lain untuk PILKADES 3.850.000

JUMLAH BELANJA 313.382.000 | 560.852.000
3 PEMBIAYAAN
3.1 Perincian Pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)

tahun sebelumnya
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3.1.3 Penerimaan Pinjaman
3.14 Sisa lebih Anggaran Tahun ini
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
322 Penyertaan Modal Desa
3.2.3 Pembayaran Utang
JUMLAH 313.382.000 | 560.852.000

Dltetapkan di Tunjungmekar, 20 Maret 2013
& /KEPALA DESA TUNJUNGMEKAR




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUNJUNGMEKAR

KECAMATAN KALITENGAH
J1. Utama Pasar Lembung Nomor 02 Tunjungmekar ,Kalitengah, Lamongan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUNJUNGMEKAR KECAMATAN KALITENGAH

MOMOR : 188/ 02 /413.341°.20/2013
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TUNJUNGMEKAR

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2013

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARAN DESA TUNJUNGMEKAR

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2003, tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menye-
ikan dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa , maka dipandang perlu menetapkan Prsetujuan atas Rancangan
Peraturan Desa Tunjungmekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tunjungmekar Tahun Aanggaran 2013 dengan Kepurtusan Dadan Permusyawa-
Tan Desa,

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lenbaran Nebara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Pememerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan
Negara Republik Indonesia Tahun 4493) yang ditetapkan dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548 ),

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negaran Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438).



3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nmor
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4578 ).

4, Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 205 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4587};.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Nomer 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomer 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan
Tahun 2007 Nomor 1/E)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun
2006 Nomor 11/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );

13, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun2006 Nomor
15/E);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LamonganTahun
Anggaran 2013;

17. Peraturan Desa Tunjungmekar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa.



Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tunjungmekar membahas
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tunjungmekar tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNJUNGMEKAR
TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tunjungmekar Tahun Anggaran 2013,

Pasal . 2

Jumlah Anggaran Pendapata dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan —kegiatan sebagaima tersebut

dalam pasal 1 sebagimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

Pasal. 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ¢ Tunjungmekar
Pada tanggal : 20 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- TUNIUNGMEKAR
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUNJUNGMEKAR KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TUNJUNGMEKAR

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNJUNGMEKAR
KECAMATAN KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027/ 02 /413.321.20.1/2013

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh, bulan Maret , Tahun Dua ridu tiga belas,
bertempat di Balai Desa Tunjungmekar Kecamatan Kalitengah, Menindaklanjuti usulan
Kepala Desa Tunjungmekar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tunjungmekar Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa
Tunjungmekar mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tunjungmekar menyatakan
menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tunjungmekar Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tunjungmekar tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman
pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Tunjungmekar

Tanda Tangan:
1. Sutiknan, M.Pd
Ketua
2. H. Supangat, M.Pd
Wakil Ketua \%"“/\
3. Sujarwo, ST W
Anggota '
4, Suparlan &@ . /
Anggota "?/ﬁlm
5. M. Syaihu ﬂ
Anggota =
6. Sunari W
Angota & ///
7. M. Igbal, S.Pi
Anggota %
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